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NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, setiap  Penyelenggara  Negara  harus
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan
bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di

Lingkungan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 985);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA TENTANG LAPORAN HARTA  KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah
non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta
kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan
anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan
di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.

4. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan
secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara
Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh
Kepala BNPB untuk menyampaikan dan mengumumkan
harta kekayaannya.

6. Pendaftaran adalah  penyampaian @ LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi.

7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh

Penyelenggara Negara kepada publik.
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10.

(1)
(2)

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh
Pimpinan BNPB untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di
lingkungan BNPB.

Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk
oleh Pejabat Eselon I di lingkungan BNPB untuk
mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN
di lingkungan BNPB terdiri atas:

a. Kepala BNPB;

b. Pejabat Tinggi Madya;

c. Pejabat Tinggi Pratama;

d. Pejabat Administrator;

e. Kuasa Pengguna Anggaran;

f.  Pejabat Pembuat Komitmen;

g. Bendahara Penerimaan;

h. Bendahara Pengeluaran;

i.  Bendahara Pengeluaran Pembantu,;

j- Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah
Membayar;

k. Auditor;

1. Unit Layanan Pengadaan;

m. Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan

n. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.



